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Kemajuan teknologi informasi dan globalisasi keuangan mengakibatkan makin mendunianya perdagangan
barang dan jasa serta ants finansial yang mengikutinya. Kemajuan tersebut justru memberikan kesempatan
bagi berkembangnya kejahatan, khususnya kejahatan kerah putih (white collar crime). Keahatan kerah putih
sudah berkembang pada taraf trans-national dan terorganisir secararapih, sehingga sulit untuk dideteksi.

Pelaku kejahatan selalu berusaha menyelamatkan uang hasil kejahatannya melalui berbagai cara, salah
satunya dengan melakukan pencucian uang (money laundering). Dengan caraini mereka mencoba untuk
mencuci sesuatu yang didapat secaraillegal menjadi suatu bentuk yang terlihat legal. Salah satu teknik
pencucian uang yang kerap dilakukan adalah melalui industri perbankan. Hal itu disebabkan karena bank
banyak menawarkan jasajasa dalam lalu lintas keuangan yang dapat menyembunyikan atau menyamarkan
asal usul suatu dana, yaitu private banking dan electronic banking (wire transfer system).

Untuk mencegah praktek pencucian uang melalui industri perbankan, maka bank mempunyal beberapa
kewagjiban yang harus dipatuhinya, yaitu laporan atas transaksi mencurigakan, penerapan prinsip Know
Y our Customer (KY C), larangan melakukan tipping of serta larangan merahasiakan dokumen dan
keterangan lainnya. Pasai 6 Undang-Undang No. 25 Tahun 2003 adalah pasal yang mengkriminalisasi
perbuatan pencucian uang oleh penyediajasa keuangan. Ketentuan Pasal 6 tersebut memang tidak hanya
terbatas bagi penyediajasa keuangan saja, akan tetapi berlaku pula bagi setiap orang yang menerima
penempatan atau melaksanakan pentransferan uang basil kejahatan, namun dalam kehidupan sehari-hari
yang iaaim melakukan penerimaan, penempatan danlatau pentransferan uang adalah penyediajasa
keuangan, khususnya bank.

Dari rumusan Pasal 4 dan 5 UU No. 15 Tabun 2002, dapat disimpulkan bahwa bank (korporasi) yang
terbukti melakukan tindak pidan pencucian uang, maka pemidanaannya dapat dijatuhkan balk terhadap bank
(korporasi) itu sendiri maupun terhadap pengurus yang mempunyai kedudukan fungsional dalam struktur
organisasi korporasi danlatau kuasa pengurus atas nama korporasi. Mengenai pidana yang dapat dijatuhkan
terhadap bank (korporasi) adalah pidana denda, dan juga pidana tambahan berupa pencabutan usaha
danlatau pembubaran korporasi yang diikuti dengan likuidasi.
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